KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

421 /vep.147-Tis8d ikpora /2010

Nomor:
TENTANG

PEMETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI ITINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang. a bahwa dulam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan untuk
remotifisi bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta untuk
mempe-lancar kegiatan belajar bagi siswa dalam mewujudkan
progrem rintisan pendiaikan g Talun, perlu melaksanakan penagerian
untuk Se'tolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Kabupaten
Randung Barat.

h bahwa penetapan penegerian uniuk Sekolah Menengah Pertama
(SMP) sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengar

Keputusan Bupati:

Mengingat = 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2003 Momwor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoi
78 . Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4301).

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tamuahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 4353),

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaia Repubtik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389).

6. Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

w



-

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
setagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nemor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kadua Alas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemesintahan Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 58,

ran
ambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4544);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tientang Pembantukan
Kabuy.aten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4688).

¢ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4486).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelclaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang Milis Negara/Daerah {Lembaran Negam Republik indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4608)

12. Peraiuran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonasia Tahun 2008
Nornor 4864);

13. Peraturan ljdcnter Daiam Megeri Nomor 13 Tahun 2008 teniang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeiclaan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indcnaesia Nomor 3
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alckasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2008;

15. Peraturar, Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomer 3 Tahun 2008
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barzt Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembara.) Daarah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2).

16. Peratur.r. Daarah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomof 9 Tahun 2008
fentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8),

Mamperhatikan: 1. Keputusan Mentari Pendidikan Nasional Nomor 053/11/2001 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan di Bidang Pendidihan Dasar dan Menengah;

i Dnndidicon-Nasicnal Nomor 04402008 tentang
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Proposai Penegrian SMP Negeri 5 Lambang:
Proposal Penegrian SMP Negeri 3 Cililin;
11. Proposal Penegrian SMP Neger. 3 Cipsnudeuy.
12. Proposal Penegrian SMP Negeri 4 Cipongkor,
13. Proposal Penegrian SMP Negeri Satu Alap Girisari Rongga.
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s
8. Propossl canagrian SMP Negeri 4 Gununghalu:
)
10.

14, Proposal Penegrian SMP Negeri Salu: Atap Cicadas Rongga.

18. PmpasaiPawhn&lPNeqeﬁSamf\hpthakmacwudeuy:
18. Proposal Penegrian SMP Negeri Sutu Atap Kertasan Cisarua,

17. Propoeal Penegrian SMP Negesi Satu Atap Cimarel Ronggs:

18. Praposal Penegrian SMP Negeri Satu Atap Jati Batuiajar;

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI
LINGIKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Sekolah Menangah Partama /SMP)} 1 Rongga; /

5 Sekolsh Menengah Perttama (SMP) 2 Cildin; /|
2 Senolah Menengah Partama (SMP) 3 Cipongkor. ¥
4. Sekoish Menengsh Pertama (SMP) 3 Gununghalu v,
5. Sakolah Manangah Pertama (SMP) 4 Gununghaly v
5) Sekolah Partama (SMP) 5 Lambana: |,

; Pertama (SMP) Satu Atap Girisari Rongga.”
11. mmmmpemma(sums;mmcmaswz
12 Sekolsh Menengsh Pedama (SMP) Satu Atap Rimbakarya ¥
Cheundeuy,
13. Manengah Pertama (SMP) Satu Atap Kerasari Cisarua”’
14. Sekolah Manenoah Pertama (SMP) Satu Atap Cimaral Rongga:
15. Sekolah Menengah Pertama |SMP) Satu Atap Jati Batujajar.
- Hakhal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai
teknis palaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga: .



g

KETIGA - Keputusan ini mulai derlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 mei 2010

Tembusan disampaikan kepada:
vth. 1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Daaar dan Menengah Departemen
Pendidikan Nasional,
2. Gubernur Jawa Baral
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat,
4. Para Asisten dan Kepala Bagian
di Lingkungan Sekretariut Daerah,
5 Para Kepaia Dinas di Lingkungan Femerintahan Kabupaien Bancung Barat.
8 Xepala SMP yang terkait di Lingkungan Kavupaten Bandung Barat



